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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan ekonomi Islam zaman sekarang sudah mengalami 

kemajuan yang sangat cepat dan pesat. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya 

sistem perbankan syari‟ah. Semakin berkembangnya ekonomi Islam, maka 

semakin meningkatnya kegiatan transaksi yang didasarkan pada prinsip syari‟ah. 

Pada zaman dahulu salah satu yang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat 

tukar ialah emas. Emas merupakan benda berharga yang telah diperjualbelikan, 

bahkan dahulu menjadi alat tukar dalam jual beli. Karena perkembangan zaman, 

bentuk  transaksi tidak lagi menggunakan emas, perak, maupun perunggu. Maka 

terciptalah uang kertas yang kemudian dikembangkan lagi oleh Bank. Walaupun 

emas sudah tidak menjadi alat tukar, namun keberadaan emas  masih dapat 

digunakan pada zaman sekarang.
1
 

Dengan munculnya keberadaan bank-bank syariah, memungkinkan emas 

tersebut masih akan tetap ada dan masih tetap digunakan. Hal ini dikarenakan, 

dalam dunia perbankan khususnya perbankan syari‟ah, bank-bank syari‟ah kini 

memiliki produk gadai emas maupun kepemilikan emas. 

Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang 

berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang 

untuk mendapatkan pinjaman uang, sehingga emas tidak menjadi hal yang 
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 http://www.google.co.id/amp/s/muamallat.wordpress.com/2013/11/27/gagalnya-emas-
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mengejutkan. Dalam Firman Allah SWT mengenai gadai emas terdapat pada Al-

Qur‟an QS. Al-Baqarah [2]: 283 

                          

                               

                    

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 

Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2
 

 

 

Gadai atau rahn merupakan salah satu kategori dalam prinsip jasa, yang 

mana  menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 

yang diterimanya. Obyek yang digadaikan yaitu segala benda yang bergerak, akan 

tetapi benda bergerak yang tidak dapat dipindah kepemilikannya tidak dapat 

digadaikan.
3
 Barang yang ditahan tersebut ialah barang yang memiliki nilai 

ekonomis.
4
  

Bank ialah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan 

antara pihak yang kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dana.
5
 Bank 

islam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan 
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 Soenarjo dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 

49. 

 3
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4. 

 
4
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm. 128. 
5
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1. 
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menerapkan prinsip ekonomi syariah
6
. Bank islam tidak menerapkan bunga 

namun mengajak nasabah berpartisipasi dalam jenis-jenis bidang usaha yang 

dibiayai.
7
 Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) merupakan salah satu dari 

lembaga keuangan yang melihat peluang di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. 

BRISyariah meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Walaupun perbankan 

terkena dampak akibat perekonomian nasional yang melambat pada tahun 2015. 

Namun,  gadai emas termasuk produk teratas yang diminati konsumen. Meski 

begitu, gadai bukan merupakan produk unggulan Bank BRI Syariah. Posisi gadai 

emas BRISyariah ternyata pada 13 Mei 2015 sebesar Rp 162.000.000.000,00 

(seratus enam puluh dua miliar rupiah). Sedangkan, untuk produk Kepemilikan 

Logam Mulia (KLM) sebesar Rp 20.008.000.000,00 (dua puluh koma delapan 

miliar rupiah).  

Gadai Emas BRISyariah iB adalah pembiayaan dengan agunan berupa 

emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan jaminan atas peminjaman uang 

tersebut. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana 

tunai, untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal 

usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. 

Tujuan dari adanya produk gadai emas pada Bank BRISyariah ialah 

menyediakan pinjaman untuk keperluan modal usaha, kebutuhan dana mendesak 

ataupun untuk keperluan lainnya yang sesuai dengan prinsip syari‟ah. Pada zaman 

sekarang diantara masyarakat masih ada orang yang berpikiran dan memberikan 

                                                           
 

6
 Veithal Rival dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 31.   

 7
 Latifa M.Algaound dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, 

Prospek, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm.10. 
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kesan, apabila seseorang menggadaikan sesuatu barang ke Pegadaian maka 

seolah-olah kehidupan orang tersebut menderita. Berbeda jika seseorang pergi ke 

Bank, hal inilah yang menjadikan peluang bagi Bank BRI Syariah untuk 

menyediakan produk pembiayaan gadai emas.  

Implementasi produk gadai yang dikembangan pada BRISyariah ialah 

produk rahn emas (gadai emas). Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

produk gadai emas syariah disebut juga dengan qardh beragus emas, produk 

tersebut menggunakan akad qardh, dimana yang diagunkan disimpan dan 

dipelihara oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah selama jangka waktu 

tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas 

sebagai objek rahn, yang diikat dengan akad ijarah. Produk gadai emas di 

BRISyariah menggunakan akad qardh, rahn, dan ijarah. Mengenai gadai emas 

diatur pada Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002. 

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas pada BRISyariah KC Suniaraja 

termasuk pembiayaan dengan prinsip akad qardh, rahn, dan ijarah. Prinsip qardh  

diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, yang berarti akad qardh, ialah 

“Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 

mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah 

disepakati oleh LKS dan nasabah.”
8
 Dalam konteks perbankan syariah dipertegas 

oleh Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memfatwakan bahwa rahn 

adalah, “Akad menahan barang sebagai jaminan atas utang”.
9
 Sedangkan akad 

ijarah  dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ialah “Akad pemindahan 
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9
 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 
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hak guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran 

upah (ujrah/fee).”
10

 Pelaksanaan gadai emas diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 

26/DSN-MUI/III/2002. Pemanfaatan barang gadai bagi marhun hanya sebagai 

jaminan atau kepercayaan atas murtahin.
11

 

 Jasa gadai emas yang dijalankan oleh BRISyariah berlandaskan pada Pasal 

1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip 

syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk 

penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 

prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak 

lain (ijarah wa iqtiqna).
12

 

 Praktik gadai emas tidak selalu berjalan dengan lancar, ini terbukti bahwa 

pada akhir tahun 2011 lalu, Bank Indonesia menemukan bahwa praktik gadai 

emas syariah telah menyimpang dari konsep awal. Penyimpangan terjadi karena 

penggunaan dana yang didapat dari gadai emas  tidak lagi dipergunakan untuk 
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 Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 

 11
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42. 

 
12

Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan 

Institusionalisasi, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 

128. 
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memenuhi kebutuhan darurat atau untuk modal pengembangan usaha, tetapi 

malah dipergunakan untuk kegiatan penjualan produk gadai emas. BRISyariah 

merupakan salah satu bank syariah yang bermasalah dan digugat sejumlah 

nasabahnya.
13

 Faktanya dari kasus  tersebut bahwa nasabah belum memahami 

produk gadai emas yang dipilih dan Bank BRISyariah juga lalai dalam 

menjelaskan detail produk kepada nasabah. Dengan adanya kegiatan penjualan 

produk gadai emas syariah, Bank Indonesia khawatir terjadi peralihan fungsi 

komoditas emas, dari pemenuhan aspek likuiditas barang menjadi barang 

spekulasi. Kondisi ini tentu berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan 

syariah. Oleh karena itu,  Bank Indonesia memperketat aturan gadai emas di Bank 

Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank  Indonesia (SE BI) No. 

14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. 

 Berdasarkan kebijakan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS 

mengenai prinsip kehati-hatian dalam penetapan produk qardh beragun emas, 

ditentukan bahwa pembiayaan qardh beragun emas paling banyak sebesar Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, 

sedangkan khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Menengah maksimal 

pembiayaan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pengembalian 

secara mencicil paling lama 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun, setelah 

penulis melakukan observasi di BRISyariah KC Suniaraja, bahwa pada 

kenyataannya pelaksanaan produk gadai emas  tidak dibedakan antara nasabah 

produktif dan konsumtif. Sehingga pada pembiayaan gadai emas di BRISyariah 

                                                           
 

13
http://www.beritasatu.com/ekonomi/73919-bi-telah-beri-sanksi-bank-syariah 

bermasalah.html (Diakses tanggal 20 Mei 2017, pukul 20.10 wib) 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/73919-bi-telah-beri-sanksi-bank-syariah%20bermasalah.html
http://www.beritasatu.com/ekonomi/73919-bi-telah-beri-sanksi-bank-syariah%20bermasalah.html
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KC Suniaraja disamakan antara nasabah yang produktif dan konsumtif, dimana 

maksimal total pembiayaan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap nasabah. 

 Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah merupakan salah satu kegiatan 

usaha di BRISyariah yang  telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti 

mengenai bagaimana mekanisme dan operasional pembiayaan gadai emas pada 

BRISyariah, serta bagaimana implementasi pembiayaan gadai emas syariah di 

BRISyariah KC Suniaraja Bandung berdasarkan kebijakan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.14/7/DPbS. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema 

proposal dengan judul “PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN GADAI 

EMAS BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA 

NO.14/7/DPbS PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KC 

SUNIARAJA BANDUNG.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik 

untuk meneliti produk pembiayaan gadai emas yang dilaksanakan di BRISyariah 

KC Suniaraja Bandung. Berdasarkan kebijakan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

14/7/DPbS mengenai prinsip kehati-hatian dalam penetapan produk qardh 

beragun emas, ditentukan bahwa pembiayaan qardh beragun emas paling banyak 
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sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap 

nasabah, sedangkan khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Menengah maksimal 

pembiayaan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pengembalian 

secara mencicil paling lama 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun, setelah 

penulis melakukan observasi di BRISyariah KC Suniaraja, bahwa pada 

kenyataannya pelaksanaan produk gadai emas  tidak dibedakan antara nasabah 

produktif dan konsumtif. Sehingga pada pembiayaan gadai emas di BRISyariah 

KC Suniaraja disamakan antara nasabah yang produktif dan konsumtif, dimana 

maksimal total pembiayaan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap nasabah. 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penulis memperoleh 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini  dirumuskan secara umum 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas di BRI Syariah KC 

Suniaraja Bandung? 

2. Bagaimana implementasi pembiayaan gadai emas di BRI Syariah KC 

Suniaraja Bandung berdasarkan kebijakan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 14/7/DPbS? 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas di BRISyariah KC 

Suniaraja Bandung. 
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2. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan gadai emas di BRISyariah 

KC Suniaraja Bandung berdasarkan kebijakan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 14/7/DPbS. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis mengenai penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna 

setidaknya sebagai bahan pemikiran bagi dunia pendidikan, terutama 

pada jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai ekonomi Islam, khususnya 

mengenai pembiayaan gadai emas diperbankan syari‟ah, serta untuk 

menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 (S1) Jurusan Hukum 

Ekonomi Syari‟ah. 

b. Bagi Masyarakat pada Umumnya  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan 

informasi tentang produk-produk pembiayaan, serta dapat memberikan 

pemahaman lebih mengenai perbankan syariah. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu 
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 Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penulis untuk 

melakukan penelitian ini. Penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang 

relatif sama dengan yang diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan 

oleh:
14

 

1. Skripsi yang berjudul “Prospek Gadai (Rahn) Emas Pada Perbankan 

Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi” disusun 

oleh Ami Apriani, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. 

 Hasil penelitian yang dilakukan penulis hampir sama dengan hasil 

penelitian Ami Aprian yaitu mengenai gadai emas. Namun memiliki 

perbedaan, penelitian Ami Apriani memfokuskan mengenai prospek gadai 

emas pada Bank Syariah Mandiri secara relatif dapat dilihat dari suatu 

analisa yang disebut SWOT. Sementara penelitian penulis yaitu perbedaan 

pada pelaksanaan produk gadai emas yang diterapkan pada BRI Syariah 

KC Suniaraja Bandung dengan ketentuan PBI mengenai pembiayaan 

maksimal UMK. 

2. Skripsi “Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri” disusun 

oleh Bukhori Muslim, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. 

 Hasil penelitian Bukhori adalah tingkat perkembangan layanan 

pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cukup baik, walaupun 

dalam hal pembiayaan tidak setiap bulannya mengalami penurunan. 

                                                           
 

14
 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5377 (Diakses tanggal 21 Mei 

2017, pukul 19.45 wib)  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5377
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Sementara penelitian penulis ialah tidak adanya perbedaan pembiayaan 

antara nasabah produktif dengan nasabah konsumtif, sehingga maksimal 

pembiayaan untuk nasabah produktif (UMK) pada Bank BRI Syariah KC 

Suniaraja melebihi ketentuan yang ada pada Peraturan Bank Indonesia 

yaitu melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penelitian 

penulis dengan Bukhori memiliki kesamaan yaitu membahas gadai emas 

syariah. 

3. Skrispi yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cipulir” disusun oleh Dewi 

Kartika, Prodi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ilmu 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 

  Hasil penelitian Dewi Kartika dengan penulis memeiliki kesamaan 

meneliti mengenai gadai emas syariah pada perbankan syariah. Hasil 

penelitian Dewi Kartika fokus mengenai strategi yang diterapkan oleh 

produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri diantaranya yaitu: promosi, 

harga, produk, dan distribusi. Sementara hasil penelitian penulis fokus 

mengenai pembiayaan khusus nasabah UMK yang diterapkan di Bank 

BRIS Suniaraja berbeda dengan Surat Edaran BI. 

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai 

Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru” 

disusun oleh Heri Agus Prasetiyo, Prodi Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017. 
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Hasil penelitian Heri Agus Prasetiyo adalah penerapan manajemen 

risiko pada produk gadai emas dilihat dari risiko seperti memfokuskan ke 

tiga aspek seperti keamanan, penurunan harga emas, dan keakuratan 

penaksiran serta dititik beratkan pada proses keakuratan penaksiran. 

Sementara  hasil penelitian penulis ialah terdapat perbedaan pelaksanaan 

produk gadai emas yang diterapkan pada BRIS KC Suniaraja dengan 

ketentuan PBI mengenai pembiayaan maksimal UMK. Pada Surat Edaran 

BI maksimal pembiayan UMK sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). Penelitian penulis dengan Heri Agus Prasetiyo memiliki kesamaan 

membahas mengenai gadai emas syariah. 

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah 

Bank BPD DIY Syariah Ditinjau dari Pengetahuan terhadap Produk dan 

Prinsip Operasional Gadai Emas Syariah” disusun oleh Irfan Hidayat, 

Prodi Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2012. 

Hasil penelitian penulis ialah tidak adanya perbedaan pembiayaan 

antara nasabah produktif dengan nasabah konsumtif. Sementara hasil 

penelitian Irfan Hidayat mengenai sebab minat nasabah terhadap produk 

gadai emas syariah, dikarenakan sudut pandang nasabah ketika 

menggunakan produk gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah 

benar-benar sesuai dengan syari‟at islam, sehingga mengambil keputusan 

untuk membeli produk gadai emas syariah  pada Bank BPD DIY Syariah. 
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Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No. Nama Penulis Juduk Skripsi Persamaan Perbedaan 

1. Ami Apriani, 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta, 2010. 

“Prospek Gadai 

(Rahn) Emas 

Pada Perbankan 

Syariah Studi 

Kasus Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang Bekasi” 

 

Penelitian 

mengenai 

pembiayaan gadai 

emas pada 

perbankan syariah 

Penelitian yang 

dilakukan 

penulis 

berdasarkan 

SEBI berbeda 

dengan 

penelitian Ami 

Apriani . 

2.  Bukhori 

Muslim, UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta, 2011. 

“Pembiayaan 

Gadai Emas pada 

Bank Syariah 

Mandiri” 

Penelitian 

mengenai 

pembiayaan gadai 

emas pada 

perbankan syariah 

Penelitian yang 

dilakukan 

penulis 

berdasarkan 

SEBI berbeda 

dengan 

penelitian 

Bukhori. 

3. Dewi K, UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta, 2014. 

“Strategi 

Pemasaran 

Produk Gadai 

Emas (Rahn) 

pada Bank 

Syariah Mandiri 

KC Cipulir” 

Penelitian 

mengenai 

pembiayaan gadai 

emas pada 

perbankan syariah 

Penelitian 

penulis 

berdasarkan SE 

BI berbeda 

dengan 

penelitian Dewi. 
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Lanjutan Tabel 1.1 

4. Heri Agus 

Prasetiyo, 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam, 

IAIN 

Surakarta, 

2017 

“Analisis 

Manajemen 

Risiko 

Pembiayaan 

Gadai Emas Studi 

Kasus Bank 

Syariah Mandiri 

Kantor Cabang 

Solo Baru” 

Penelitian 

mengenai 

pembiayaan gadai 

emas pada 

perbankan syariah 

Penelitian Heri 

Agus Prasetiyo 

menggunakan 

analisis berbeda 

dengan yang 

dilakukan 

penulis 

berdasarkan 

SEBI. 

5 Irfan 

Hidayat, 

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum, UIN 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta, 

2012 

“Analisis Minat 

Beli Produk 

Gadai Emas 

Syariah Bank 

BPD DIY Syariah 

Ditinjau dari 

Pengetahuan 

terhadap Produk 

dan Prinsip 

Operasional 

Gadai Emas 

Syariah” 

Penelitian 

mengenai 

pembiayaan gadai 

emas pada 

perbankan syariah 

Penelitian Irfan 

Hidayat 

menggunakan 

analisis berbeda 

dengan yang 

dilakukan 

penulis 

berdasarkan 

SEBI. 

 

Dari beberapa review studi terdahulu yang penulis amati, dapat ditarik 

perbandingan bahwa penelitian yang akan penulis angkat lebih menitikberatkan 

pada Pembiayaan Gadai Emas di BRISyariah Berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.14/7/DPbS 
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2. Kerangka Pemikiran 

 Secara etimologi atau secara bahasa akad mempunyai arti antara lain ialah 

ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara 

maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.
15

 Sementara definisi akad 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu.
16

 Sedangkan akad dalam hukum perdata mengandung pengertian 

perjanjian, perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.
17

 Dengan kata 

lain, akad merupakan perikatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat 

islam yang menetapkan persetujuan antara kedua pihak.
18

 

Dalam perbankan syariah akad dibedakan menjadi dua bagian, yang 

pertama adalah akad tabarru’ dan akad tijarah.
19

 Akad Tabarru’ adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transacton (transaksi nirlaba). 

Transaksi akad ini pada dasarnya bukan transaksi bisnis untuk mencari 

keuntungan komersil, melainkan transaksi yang dilakukan dengan tujuan tolong 

menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata birr dalam 

bahasa Arab yang artinya kebaikan). Didalam akad tabarru’ ini, pihak yang 

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun terhadap 

                                                           
 

15
 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.43. 

 
16

 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Bandung: Fokus Media, 2008), Buku II tentang 

Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20. 
 

17
 Pasal 1313 KUHP. 

 18
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, Pengantar Fiqih Muamalat, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 28. 
 

19
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2016), hlm.66. 
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pihak lainnya. Objek pinjaman dalam akad tabarru’ bisa berupa uang atau jasa, 

berarti dalam akad ini dapat meminjamkan uang, meminjamkan jasa dan 

meminjamkan atau memberikan sesuatu. Dalam perbankan syariah akad tabarru’ 

ini digunakan  sebagai pendanaan perbankan sosial. Ada beberapa akad yang 

termasuk kedalam akad tabarru‟ dan digunakan dalam perbankan syariah 

diantaranya wakalah, waqf, wadia’ah yad dhamanah, qard, rahn, hiwalah, 

shadaqah, dan hadiah.
20

 

Akad tijarah adalah akad yang digunakan untuk mencari keuntungan 

dalam bertransaksi. Akad ini digunakan untuk tujuan komersil sehingga bank 

dapat mengambil keuntungan dengan menggunakan akad ini. Contoh dari akad 

tijarah adalah akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa, dan lain-lain. Pada 

dasarnya semua transaksi dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.
21

 Jenis-

jenis akad berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad tijarah 

ialah Natural Uncertainly Contract (NUC) dan Natural Certainly Contracts 

(NCC).
22

 Dalam NUC kedua belah pihak yang bertransaksi saling mencampurkan 

asetnya kemudian mendapatkan keuntungan bersama dengan menanggung resiko. 

Contoh dari transaksi NUC ialah mukhabarah, musyarakah, musaqah dan 

muzara’ah. Sedangkan transaksi NCC kedua belah pihak saling menukarkan aset 

yang dimilikinya dengan objek pertukarannya harus ditetapkan diawal akad 

dengan spesifikasinya. Contoh dari NCC yaitu sewa menyewa (ijarah dan ijarah 

muntahia bittamlik)  dan jual beli (istishn dan salam). 

                                                           
 

20
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakata: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 

38. 

 
21

 Syaikh Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin, Mudzakiyah al-Fiqh,  (Kairo: Dar al-Ghad 

al-Jadid, 2007), cet I hlm.185. 
 22

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 114.  
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Yang termasuk transaksi yang dilarang diantaranya sebagai berikut:
23

 

1) Haram karena bendanya (zatnya)  

Dilarang dikarenakan benda atau zat tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an 

dan Al-Hadist telah dilarang atau diharamkan. Yang termasuk dilarang karena 

benda atau zatnya antara lain seperti; babi, khamr,bangkai binatang, dan darah.  

2) Haram selain karena bendanya (zatnya)  

Pelarangan yang dimaksud dalam pengertian disini ialah  kegiatan yang objek dari 

kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya, 

benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), tetapi 

menjadi haram dikarenakan adanya unsur: tadlis; taghrir/ gharar; riba; bai’ 

najash; ihtikar; ghaban.  

3) Tidak sahnya akad  

Penejelasan mengenai tidak sahnya akad ialah benda yang berdasarkan zatnya 

dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan 

akad atau penjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut cacat dan 

dilarang oleh ajaran Islam 

 Dalam perbankan syariah seluruh produk tidak terlepas dari adanya 

pembiayaan. Pembiayaan ialah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian 

secara berangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh 

                                                           
 23

 Habib Nazir, Ensiklopedia dan Perbankan Syar’iah, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 

hlm.17.  
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bank atau badan lain. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
24

   

F. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode untuk 

mengungkapkan suatu masalah dengan memaparkan peristiwa berupa fakta, yaitu 

mengungkapkan peristiwa tentang pembiayaan gadai emas yang terjadi di Bank 

BRI Syariah KC Suniaraja Bandung baik berupa kata-kata tulisan maupun lisan 

dari pihak terkait mengenai kejadian yang diamati pada masa sekarang.  

2. Sumber Data 

  Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis 

sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yaitu data yang 

diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan 

dari pihak yang terkait yaitu wawancara yang dilakukan langsung dengan 

pihak BRISyariah dan dengan nasabah untuk memperoleh data dilakukan 

wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnnya. 

                                                           
 

24
 UU No.21 Tahun 2008 
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Namun, agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil 

sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut dengan 

teknik pengumpulan data dari staf karyawan yang terkait menangani 

operasional pembiayaan gadai emas di  BRISyariah KC Suniaraja yaitu 

Bapak Sucahyo. 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

oleh pihak pengumpul  data primer. Alat pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, buku-

buku, perundang-undangan, dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti. 

3. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data kualitatif. Data kualitatif 

merupakan sebuah data yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari pihak 

yang berkaitan dengan objek penelitian, serta menguraikan dalam bentuk 

kalimat berdasarkan data yang dikumpulkan.
25

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

   Terdapat beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a.  Observasi 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada Bank BRI Syariah 

mengenai data yang akan diselidiki. 

                                                           
25

 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: 

PT Revika Aditama, 2014), hlm. 209. 



20 
 

 

b. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara antara pihak pewawancara 

dengan pihak yang di wawancarai yang berkaitan dengan objek penelitian, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang akan dilakukan penulis ialah dengan membaca, 

mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku, laporan 

penelitian, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi 

penelitian ini. 

5. Analisis Data 

  Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data 

 Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang 

pelaksanaan pembiayaan gadai emas. 

b. Menyeleksi data 

 Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan 

dilokasi penelitian. 

c. Menganalisis data 

  Merupakan tahap dari proses penelitian karena didalam isinya tesebut 

terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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d. Menyimpulkan 

 Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari 

kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian. 


